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LIPUTAN KHUSUS : 

5 Jenis Barang Bawaan Pelaku Perjalanan Luar 
Negeri Ini Dibatasi Mulai 10 Maret 2024, Jastip 

Semakin Terbatas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) 

mulai memberlakukan Perdagangan (Permendag) 
Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan 
Pengaturan Impor. Dengan adanya aturan tersebut 
masyarakat yang kembali dari luar negeri harus 
sangat memerhatikan barang bawaannya, 
khususnya para pengusaha jasa titip (jastip) yang 
saat ini semakin menjamur. 

Sebelumnya, Permendag tersebut 
ditetapkan pada 11 Desember 2023 dan mulai 
berlaku 90 hari sejak tanggal diundangkan atau 
pada tanggal 10 Maret 2024. Bea Cukai Soekarno-
Hatta telah mensosialisasikan Permendag tersebut. 
Adapun pokok pengaturan Permendag Nomor 36 
Tahun 2023 yang dititipkan kepada Bea Cukai di 
antaranya penataan kembali kebijakan impor 
dengan menggeser pengawasan impor beberapa 
komoditi barang dari Post-Border menjadi Border. 

Peraturan ini menggeser komoditas yang 
pengawasan impornya secara Post-Border 

dikembalikan menjadi Border yaitu antara lain 
elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, serta 
sepatu. 

"Para importir diharapkan memperhatikan 
aturan baru ini dan membuat perencanaan yang 
baik dalam melakukan kegiatan impor," kata Gatot 
Sugeng Wibowo Kepala Kantor Bea Cukai 
Soekarno-Hatta, melalui keterangan yang diterima, 
dikutip Selasa (12/3). 

Belum lama ini Bea Cukai Soekarno-Hatta 
juga telah memusnahkan sekitar 1 ton milk bun 
After You hasil penindakan atas pelanggaran aturan 
pembawaan barang penumpang yang diduga 
membuka jastip di periode Februari 2024. 

Bea Cukai Soekarno-Hatta menyampaikan, 
berlakunya Permendag Nomor 36 Tahun 2023 ini 
juga berimbas pada kegiatan impor melalui barang 
bawaan penumpang, beberapa contoh komoditas 
yang dibatasi kegiatan impornya, yaitu untuk alas 

https://mediaindonesia.com/tag/kemendag
https://mediaindonesia.com/tag/impor
https://mediaindonesia.com/tag/jastip
https://mediaindonesia.com/tag/bea-cukai
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kaki, dibatasi dua pasang per penumpang. 
Kemudian untuk tas juga dua item per penumpang. 

Selanjutnya yang dibatasi juga barang 
tekstil jadi lainnya, yaitu sebanyak lima item per 
penumpang. Untuk barang elektronik dibatasi lima 
unit dan dengan total nilai maksimal Free On Board 
(FOB) USD 1.500 per penumpang. 

Terakhir jenis barang impor yang dibatasi 
yaitu telepon seluler, handheld, dan komputer 
tablet sebanyak dua item per penumpang dalam 
jangka waktu 1 tahun. 

Bea Cukai mengimbau kepada masyarakat, 
terutama yang akan melakukan perjalanan ke luar 
negeri untuk memperhatikan berlakunya Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023. Sebab 
peraturan ini mengatur mengenai batasan jumlah 
barang beberapa komoditas yang diperbolehkan 
dibawa masuk ke dalam negeri tanpa izin impor 
dari Kementerian Perdagangan. 

"Barang komoditas ini sangat lazim dibawa 
penumpang saat kembali ke Indonesia sebagai 
barang konsumtif atau cinderamata untuk keluarga 
dan kerabat diantaranya alas kaki, tas, barang 
tekstil jadi lainnya, elektronik, telepon seluler, 
handheld, dan komputer tablet," kata Gatot. 

 
Mendag Tunda Sementara 
Peraturan Pembatasan Barang 
Impor 

 
Jakarta: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan 

menyatakan akan menunda sementara aturan 
pembatasan barang impor bawaan penumpang 
pesawat dari luar negeri. Hal ini seiring dengan 
banyaknya protes dari asosiasi dan masyarakat. 

Adapun aturan yang dimaksud adalah 
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 
36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan 

Impor. Aturan ini sedianya berlaku pada 10 Maret 
2024 kemarin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Jadi sekarang, yang bisa jalan, jalan dulu. 
Mungkin pelaksanaannya sebagian ditunda sampai 
sosialisasi selesai," kata Zulhas kepada wartawan di 
ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Minggu 
(17/3/2024). 

Diketahui, Zulhas mengatakan bahwa 
produk-produk yang dibawa penumpang 
sebelumnya bebas masuk. Sedangkan produk lokal 
sebelum dijual memiliki banyak persyaratan, 
seperti izin dari Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM), kemudian Standar Nasional 
Indonesia (SNI) untuk barang elektronik. 

"Kalau dulu dari luar negeri langsung 
masuk karena post border diatur, ada perubahan 
ada yang mengeluh, wajar, tapi harus ada 
perlakuan yang sama. Jangan sampai industri dalam 
negeri kita lebih susah daripada barang impor," 
ujarnya.  

Sebelumnya, Pemerintah melalui Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai resmi menerapkan 
pembatasan jumlah barang bawaan penumpang 
perjalanan dari luar negeri. Pembatasan jumlah 
barang bawaan itu mulai dilakukan pada 10 Maret 
2024, menyusul diberlakukannya Permendag No. 
36 Tahun 2023 pada Desember lalu. 
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Kemendag Bebaskan Bahan Baku Plastik dan MEG 
dari Pelarangan Impor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakarta-Kementerian Perdagangan 
(Kemendag) akhirnya membebaskan bahan baku 
plastik dan komoditas Mono-Ethylene Glycol 
(MEG), dari pelarangan impor yang diatur dalam 
Permendag 36 Tahun 2023. Permen tentang 
Kebijakan dan Pengaturan Impor  tetap akan 
berlaku pada 10 Maret 2024 mendatang. 

Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar 
Negeri Kementerian Perdagangan, Arif Sulistiyo, 
mengatakan Kementerian Perdagangan telah 
menerima masukan dari beberapa asosiasi pelaku 
usaha yang menyampaikan masukan terkait 
pengaturan Komoditas Mono-Ethylene Glycol 
(MEG), Bahan Baku Plastik dalam Permendag 36 
Tahun 2023. Menurutnya, dari beberapa masukan 
tersebut Kementerian Perdagangan telah 
menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi 
dengan Kementerian/Lembaga dan Kantor Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian. 

“Sebagai tindak lanjut, telah diadakan Rapat 
Koordinasi terbatas tingkat Menteri yang diadakan 
tanggal 28 Februari 2024 yang dipimpin Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian dengan agenda 

pembahasan perubahan Permendag 36 tahun 
2023,” ujarnya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, kata Arif, 
saat ini Kemendag sedang menyusun  perubahan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 
2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.  Hal 
itu bertujuan agar Implementasi Impor Barang 
tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 
tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dapat 
dilaksanakan secara optimal. “Khususnya berupa 
kelancaran importasi Komoditas Mono-Ethylene 
Glycol (MEG) dan Bahan Baku Plastik dalam rangka 
ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri,” 
ungkapnya. 

Dia menuturkan perubahan tersebut di 
antaranya membebaskan kembali ketentuan impor 
komoditas Mono-Ethylene Glycol (MEG) dan 11 Pos 
Tarif/HS Bahan Baku Plastik dari ketentuan 
pelarangan impor. Hal itu dalam rangka menjamin 
ketersediaan bahan baku industri dalam negeri, 
mengingat industri dalam negeri penghasil bahan 
baku tersebut belum mampu sepenuhnya untuk 
memenuhinya.
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Ekspor-impor barang China naik 8,7 persen pada 
periode Jan-Feb 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing - Total impor dan ekspor barang 
China meningkat 8,7 persen secara tahunan (year 
on year/yoy) dalam mata uang yuan selama dua 
bulan pertama 2024, berdasarkan data resmi pada 
Kamis (7/3). 

Pada Januari hingga Februari, China 
mencatat nilai ekspor dan impor barang sebesar 
6,61 triliun yuan (1 yuan = Rp2.183) atau sekitar 
930,96 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.723), 
menurut Administrasi Umum Kepabeanan (General 
Administration of Customs/GAC) China. 

Nilai ekspor naik sebesar 10,3 persen (yoy) 
menjadi 3,75 triliun yuan, sementara nilai impor 
naik 6,7 persen dari periode yang sama pada 2023 
menjadi 2,86 triliun yuan, ungkap data tersebut. 

Pada dua bulan pertama 2024 perdagangan 
barang China melanjutkan momentum kenaikan 
pada kuartal keempat tahun lalu, mencatat 
pertumbuhan tahunan selama lima bulan berturut-
turut, kata pejabat GAC, Lyu Daliang. 

Ia menambahkan bahwa impor dan ekspor 
pada periode tersebut telah mencapai titik tertinggi 
dalam sejarah. 
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Jateng Digelontor 58.000 Ton Beras Impor, Begini 

Reaksi Petani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa 
Tengah (Jateng) mendatangkan sekitar 58.000 
tonberas impor untuk menstabilkan harga pangan 
dan memenuhi ketersediaan pangan di wilayahnya. 
Kendati demikian, hadirnya beras impor itu justru 
membuat petani resah karena masa panen raya 
segera tiba pada akhir Maret hingga April nanti. 

Wakil Ketua Kelompok Tani Nelayan 
Andalan (KTNA) Jateng, Hardiono, mengaku resah 
dengan langkah yang diambil pemerintah itu. 
Menurutnya, impor beras yang bersamaan dengan 
masa panen raya akan membuat harga beras dari 
petani turun drastis. 

 “Tentu [impor jelang panen raya] 
berpengaruh terhadap hasil petani yang kian hari 
harganya kian turun,” kata Hardiono Selasa 
(5/3/2024). 

Apalagi, lanjut Hardiono, kondisi saat ini 
harga padi atau gabah kering panen (GKP) di 
tingkat petani sudah berada di angka Rp6.500-
Rp6.900 per kg. Harga itu turun dibandingkan pada 
awal Januari lalu yang berada di kisaran Rp8.000 
per kg. 

“Dan ini belum tahu kedepanya bakal turun 
berapa banyak lagi,” akunya. 

Para petani pun berharap dengan adanya 
beras impor menjelang panen raya tak membuat 
harga gabah dari petahi anjlok. Selain itu, petani 
berharap pemerintah turut andil dengan membeli 
padi dari petani untuk tetap menjaga harga gabah 
di pasaran. 

“Karena seperti yang sudah-sudah, ketika 
panen raya sudah dipastikan harga jatuh. Apalagi 
ini ditambah impor. Mestinya Bulog atau 

https://www.solopos.com/tag/beras-impor
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pemerintah hadir membeli gabah petani sehingga 
harga tidak terkoreksi,” harapnya. 

Senada disampaikan pengamat ekonomi 
dari Universitas Muhamadiyah Semarang (Unimus), 
Hardiwinoto, yang menilai hadirnya beras impor 
akan membuat harga beras dari petani anjlok. Ia 
pun menilai Pemprov Jateng terlambat dalam 
melakukan impor untuk mengantisipasi lonjakan 
harga beras menjelang Ramadan dan Lebaran. 

“Harusnya kalau niat stabilitas harga, itu 
kan beras datang kemarin pas banjir besar [di 
Grobogan dan Demak]. Kalau memang niatnya 
stabilkan harga, impor harusnya tepat waktu. Tapi, 
kalau jelang panen raya ya malah bikin hancur 
harga beras, tentunya yang paling terdampak ya 
petani,” ujar Hardiwinoto. 

Sebelumnya, Pemprov Jateng mengeklaim  
kondisi stok beras di Gudang Bulog menjelang 
Ramadan dan Lebaran aman. Meski pun sejumlah 
daerah lumbung padi Jateng mengalami penurunan 
produksi, salah satunya diakibatkan bencana banjir. 
Hal itu dikarenakan jatah impor beras yang 
sebelumnya dipesan pemerintah pusat sudah tiba 
di wilayah Jateng untuk menambah suplay akibat 
gagal panen dan puso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Stok beras di gudang-gudang kami [Bulog 
Jateng] ada 80.000 ton. Ditambah saat ini juga ada 
proses bongkar muat beras impor di Pelabuhan 
Tanjung Mas sebanyak 38.000 ton. Ada lagi kapal 
yang masih perjalanan membawa 20.000 ton. Jadi 
total nanti ada 138.000 ton. Stok sebanyak itu saya 
kiraa cukup untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat saat Ramadan dan Idulfitri,” ujar 
Pemimpin Wilayah Bulog Jateng, Akhmad Kholisun.  

 

Mentan Pastikan Stok Beras 
Aman hingga Mei 2024 

 

 Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran 
Sulaiman, memastikan pasokan beras pada Maret, 
April, hingga Mei 2024 dalam kondisi aman. Dia 
mengimbau masyarakat tak perlu khawatir akan 
kekurangan pangan selama Ramadan dan Idulfitri 
1445 Hijriah. 

“Insyaallah sesuai dengan data BPS, 
kebutuhan beras kita untuk Maret, April, dan Mei 
dalam kondisi aman. Akan tetapi untuk kebutuhan 
bulan Juni kita bisa menghitung dari pertanaman 
sekarang (Maret),” kata Amran dalam keterangan di 
Jakarta, Sabtu (9/3/2024). 

Mentan mengatakan kepastian itu merujuk 
pada data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait panen 
raya petani yang berlangsung pada Februari dan 
Maret 2024. 

Menurut Amran sedikitnya pertanaman 
satu juta hektare harus disiapkan mulai dari 
sekarang terutama untuk mengamankan stok beras 
di tiga bulan ke depan. Hitungan penanamannya 
adalah satu juta hektare masing-masing pada Maret 
hingga Mei 2024. 

“Kita harus menanam minimal satu juta 
hektare per bulan. Kalau satu juta hektare per 
bulan berarti produksinya bisa tiga juta sampai 3,5 
juta ton. Sedangkan kebutuhan kita hanya 2,5 juta 
ton. Artinya beras kita surplus,” ujar Amran. 

Amran juga mengatakan bahwa produksi 
yang melimpah pada tahun ini kurang lebihnya 
akan memberi pengaruh besar pada penurunan 
harga beras di pasaran. Meski demikian, dia 
berharap penurunan tersebut tidak terjadi pada 
hasil panen raya gabah petani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Maret harga beras pasti turun. Aku 

pastikan turun. Kalau ada yang bilang beras mahal 
hari ini sudah turun, aku pastikan turun dan 
Ramadhan aman, Idul Fitri aman, lewat dua bulan 
Idul Fitri masih aman. Nah kalau mengatakan Juni 
kita lihat tanam hari ini,” katanya lagi. 

https://www.solopos.com/tag/pemprov-jateng
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Terpisah, Direktur Supply Chain dan 
Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto 
memastikan bahwa stok Cadangan Beras 
Pemerintah (CBP) saat ini cukup untuk memenuhi 
kebutuhan penyaluran selama bulan Suci 
Ramadhan hingga Lebaran Idulfitri 1445 Hijriah. 

“Stok cadangan beras pemerintah yang 
dikuasai Bulog saat ini ada 1,4 juta ton, dan juga 
masih ada sisa kuota penugasan impor tahun ini 
sebanyak 1,5 juta ton. Jadi jumlahnya sangat cukup 
untuk kebutuhan penyaluran kebutuhan selama 
puasa dan Lebaran,” kata Suyamto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahkan menurut Suyamto, stok beras yang 

saat ini ada di gudang Bulog mampu memenuhi 
kebutuhan penyaluran beras program stabilisasi 
pasokan dan harga pangan (SPHP) yang disalurkan 
ke pasar induk, pasar tradisional dan ritel modern. 

Kemudian stok beras Bulog juga mampu 
untuk memenuhi penyaluran bantuan pangan beras 
yang menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat 
yang direncanakan hingga Juni 2024. 
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Kemenperin Sebut Industri Minuman Masih 
Bergantung Bahan Baku Impor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) 
menyebutkan, industri minuman masih banyak 
bergantung kepada bahan baku impor. Seiring hal 
itu, Kemenperin pun berupaya agar industri 
minuman memakai bahan baku lokal. 

Direktur Industri Minuman, Hasil 
Tembakau dan Bahan Penyegar, Kemenperin, 
Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan, saat ini, 
sektor industri minuman masih memiliki 
ketergantungan tinggi terhadap bahan baku asal 
impor. 

Namun, dia tidak mengungkap secara detail 
berapa angka ketergantungan industri minuman 
terhadap bahan baku asal impor. 

"Industri minuman ini masih banyak 
bergantung kepada bahan baku impor," 
ujar Merrijantij dalam acara konferensi pers 
Kinerja Industri Minuman 2023 dan Tantangan 
2024 di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu (13/3/2024). 

Padahal, pemerintah  telah menetapkan 
aturan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri 
(TKDN) hingga 35 persen di berbagai sektor 
industri. Khusus industri 

minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan 
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan 
baku menjadi 25 persen. 

"Ini kami berupaya keras bagaimana bahan 
baku ini bisa dipenuhi dari dalam negeri di industri 
minuman," tutur dia. 

Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman 
Ringan (ASRIM), Triyono Prijosoesilo menuturkan, 
tingginya ketergantungan penggunaan bahan 
baku impor lantaran harga yang lebih murah 
dibandingkan produk lokal. Salah satunya gula atau 
pemanis buatan. 

"Sebagian besar bahan-bahan yang kita 
pakai itu memang sudah sudah lokal, tapi memang 
ada bahan-bahan yang memang perlu diimpor, 
salah satunya misalnya ada gula yang lebih murah," 
kata dia. 

Selain itu, pasokan bahan baku lokal juga 
masih belum siap untuk menunjang produksi 
industri minuman. Misalnya ketersediaan buah-
buahan asal domestik untuk minuman jus dalam 
kemasan. 

https://www.liputan6.com/tag/industri-minuman
https://www.liputan6.com/tag/industri-minuman
https://www.liputan6.com/tag/industri-minuman
https://www.liputan6.com/tag/bahan-baku
https://www.liputan6.com/tag/kemenperin
https://www.liputan6.com/tag/impor
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"Seperti mangga itu enggak selalu ada. 
Sedangkan produksi kita kan selama 12 bulan 
penuh," tutur dia. 

Kendala lainnya yang dialami oleh oleh 
pelaku industri minuman adalah keterbatasan 
kemasan jenis aluminium. Sehingga, pelaku industri 
masih membutuhkan kemasan asal luar negeri. 

"Terkait dengan aluminium ataupun plastik, 
itu ada ada hal-hal yang memang perlu diimpor, 
memang dari upaya kami terus berusaha untuk 
menyortir bahan baku tersebut lokal, tapi memang 
ada tantangan," kata dia. 

Oleh karena itu, dia berharap bantuan 
pemerintah untuk menyiapkan berbagai bahan 
baku lokal pengganti impor bagi industri minuman. 
Sehingga, dapat menekan impor bahan baku impor 
yang masih tinggi. 

"Mudah-mudahan ini bisa tentunya 
mendapatkan dukungan juga dari  pemerintah, agar 
kami bisa tetap melakukan in produksi seperti 
biasa saja," ujar dia. 

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum 
Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM), 
Triyono Prijosoesilo mengatakan, selama masa 
pandemi covid-19 terjadi penurunan penjualan 
minuman ringan hingga 50 persen. 

"Kita semua tahu COVID-19 itu dampaknya 
bagaimana, bagi industri minuman sangat-sangat 
signifikan kita melihat penurunan penjualan bisa 
mencapai 45-50 persen," kata Triyono dalam 
Konferensi Pers bertajuk “Kinerja Industri 
Minuman di Tahun 2023, serta Peluang dan 
Tantangan di Tahun 2024” di Jakarta Selatan, Rabu 
(13/3/2024). 

Dia menuturkan, selama masa pandemi 
pada 2020-2021 merupakan masa-masa sulit bagi 
industri minuman di dalam negeri. 

"Benar-benar suatu kondisi bagi industri 
minuman sangat-sangat menyedihkan, sangat 
penuh dengan tantangan," ujarnya. 

Adapun hingga kini, industri minuman 
ringan masih dalam proses pemulihan pasca covid-
19. Dalam paparannya, tingkat penjualan secara 
umum mengalami pertumbuhan sebesar 3,1 persen 
dari 2022 hingga 2023 secara year on year. 

Namun, penyumbang utama dari 
pertumbuhan tersebut adalah air mineral. Kata 
Triyono, tanpa penjualan air mineral, industri 
minuman ringan mengalami pertumbuhan negatif 
sebesar 2,6 persen. 

Triyono menyebut, industri makanan dan 
minuman (mamin) berkontribusi signifikan 
terhadap total produk domestik bruto (PDB) 
Indonesia, dan merupakan salah satu industri 
penyerap tenaga kerja terbesar. 

Sebelumnya diberitakan, dukungan 
teknologi dinilai akan memperkuat industri 
makanan dan minuman  untuk menghadapi 
tantangan mulai dari dampak geopolitik, perubahan 
iklim, krisis kesehatan, krisis logistik yang 
membuat harga pangan tinggi, kebijakan 
pembatasan oleh negara maju, hingga 
melonjaknya harga energi. 

“Semua tantangan ini harus kami hadapi 
tahun depan dan seterusnya. Oleh karena itu, kami 
perlu mengantisipasi. Salah satu yang penting bagi 
industri makanan dan minuman adalah bagaimana 
kami harus didukung teknologi,” kata Ketua Umum 
Gabungan Produsen Makanan dan Minuman 
Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman dalam 
konferensi Agri-Food Tech Expo Asia (AFTEA) 2023 
melansir Antara di Jakarta, Rabu, 3  Agustus 2023. 
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Per 20 Maret 2024, BI Kantongi USD1,95 Miliar 
Devisa Hasil Ekspor SDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bank Indonesia (BI) berhasil mencatat 

perolehan Term Deposit (TD) valas Devisa Hasil 
Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) sebesar 
USD1,95 miliar per 20 Maret 2023. 

“TD Valas DHE posisi per 20 Maret relatif 
stabil dibandingkan posisi pada bulan lalu, yaitu di 
sekitar USD 1,95 miliar,” kata Deputi Gubernur 
Senior BI Destry Damayanti dalam Konferensi Pers, 
dikutip, Kamis, 21 Maret 2024. 

Destry menyebutkan bahwa jumlah 
perusahaan yang sudah menempatkan DHE di 
dalam negeri melalui instrumen tersebut juga 
bertambah, yakni sudah mencapai 160 eksportir 
hingga Februari 2024. 

Adapun instrumen moneter TD Valas DHE 
berlaku sejak 1 Maret 2023, bertujuan untuk 
mendorong eksportir menyimpan DHE di dalam 
negeri, yang pada akhirnya mendukung stabilitas 
nilai tukar rupiah dan memperkuat perekonomian 
domestik. 

Seperti diketahui, pemerintah 
memberlakukan kewajiban penempatan DHE di 
dalam negeri. Hal ini tercantum dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2023 tentang 

DHE dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan 
dan/atau pengolahan SDA yang minimal 
penempatan dananya sebesar 30 persen. 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam 
hal ini juga memberikan insentif terhadap eksportir 
yang menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di 
sistem keuangan Indonesia. Insentif yang dimaksud 
adalah insentif perpajakan dan pemberian status 
eksportir bereputasi baik dan insentif lain yang 
dapat dikeluarkan oleh kementerian/lembaga lain. 

“Untuk insentif perpajakan, penempatan 
DHE dalam negeri adalah untuk perkuat cadangan 
devisa dan memperkuat perekonomian dan tidak 
dirugikan. PP yang keluar sejak 2020 nomor 131 
mengenai PPh (pajak penghasilan) atas bunga 
deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat 
Bank Indonesia (BI). Dalam PP tersebut ini berlaku 
untuk DHE,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi 
Pers DHE, akhir Juli 2023 lalu. 

Menkeu menjelaskan, tenor yang tersedia 
dalam penempatan DHE, yaitu 1, 3 dan 6 bulan. 
Apabila DHE dimasukkan dalam deposito dengan 
tenor 1 bulan, maka eksportir akan diberikan 
diskon PPh atas bunga deposito yang sebesar 20 
persen menjadi hanya 10 persen. 

Kemudian, untuk tenor 3 bulan, PPh atas 
bunga deposito menjadi 7,5 persen. Dan bila 
dimasukan ke dalam tenor 6 bulan PPh atas bunga 
deposito menjadi hanya 2,5 persen. 

“Kalau diatas 6 bulan, DHE tidak dikenakan 
PPh atas bunga deposito. Kalau dia dikonversi ke 
rupiah dari DHE hanya dikenakan PPh atas bunga 
deposito 7,5 persen dengan tenor 1 bulan, apabila 
deposito 3 bulan PPh hanya 5 persen, sedangkan 6 
bulan atau 6 bulan keatas tidak kena PPh bunga 
deposito,” kata Sri Mulyani. 
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Ekspor Turun, Impor DIY Malah Naik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Yogya - Ekspor DIY pada Januari 2024 

mencapai US$40,18 juta yang turun 14,49 persen 

dibanding bulan sebelumnya, 

sebaliknya impor justru naik 11,40 persen senilai 

US$13,88 juta. Neraca perdagangan DIY Januari 

2024 mengalami surplus US$26,30 juta atau lebih 

tinggi dibanding periode sama tahun sebelumnya 

sebesar US$23,50 juta. 

Kepala BPS DIY Herum Fajarwati 

mengatakan nilai ekspor DIY Januari 2024 

mencapai US$40,18 juta atau turun 14,49 persen 

dibanding Desember 2023. Sedangkan jika 

dibanding Januari 2023 nilai ekspor naik sebesar 

9,13 persen. 

"Ekspor Januari 2024 terbesar adalah ke 

Amerika Serikat (AS) US$17,20 juta, disusul Jerman 

US$4,93 juta dan Jepang sebesar US$3,23 juta. 

Kontribusi ketiganya mencapai 63,12 persen. 

Sementara ekspor ke Uni Eropa sebesar US$10,36 

juta dan ASEAN sebesar US$0,90 juta" paparnya di 

Yogyakarta, Rabu (13/3). 

Herum menyatakan penurunan terbesar 

ekspor Januari 2024 terhadap Desember 2023 

terjadi pada pakaian jadi bukan rajutan sebesar 

US$9,66 juta. Sementara kenaikan terbesar adalah 

perabot, penerangan rumah sebesar US$0,81 juta. 

Menurut sektor, ekspor hasil pertanian 

Januari 2024 naik 72 persen dibanding Desember 

2023. Sedangkan, ekspor hasil industri pengolahan 

turun 14,96 persen. Dibanding Januari 2023, 

ekspor hasil pertanian naik 186,67 persen. 

Sementara ekspor hasil industri pengolahan naik 

8,40 persen. 

"Nilai impor DIY Januari 2024 mencapai 

US$13,88 juta, naik 11,40 persen dibandingkan 

Desember 2023. Sementara jika dibandingkan 

Januari 2023, nilai impor naik 4,20 persen," 

tandasnya. 

https://www.krjogja.com/tag/ekspor
https://www.krjogja.com/tag/impor
https://www.krjogja.com/tag/neraca-perdagangan
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Lebih lanjut Herum menyampaikan tiga 

negara pemasok barang impor terbesar Januari 

2024 yaitu China US$6,23 juta kemudian Hongkong 

US$3,50 juta dan Korea Selatan US$0,92 juta. 

Kenaikan impor terbesar dari Hongkong yaitu 

US$1,31 juta dan penurunan terbesar dari AS 

US$1,84 juta. 

"Tiga besar kelompok komoditas impor 

Januari 2024 berupa kain rajutan US$3,03 juta, 

filamen buatan US$1,79 juta dan kain ditenun 

berlapis US$1,27 juta. Kenaikan impor golongan 

barang terbesar Januari 2024 dibandingkan 

Desember 2023 adalah filamen buatan sebesar 

US$0,70 juta," tutur Herum. 

Menurut golongan penggunaan barang, nilai 

impor Januari 2024 terhadap periode yang sama 

tahun sebelumnya barang konsumsi naik 23,23 

persen. Sementara bahan baku/penolong turun 

4,42 persen. Sedangkan, barang modal naik 245,71 

persen 

 

Bea Cukai Yogyakarta Musnahkan 2 

Truk Pakaian Bekas Impor 
 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

Cukai DIY memusnahkan dua truk pakaian bekas 
impor, Selasa (26/3/2024). Pemusnahan dilakukan 
dengan cara membawa barang sitaan ini ke 
perusahan pengolahan limbah di Semarang, Jawa 
Tengah. 

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea Cukai DIY, Tedy Hilmawan mengatakan, 
seluruh barang yang dimusnahkan berjenis pakaian 
bekas. Total ada 120 banllpres dan 18 karung 
dengan perkiraan nilai Rp285 juta. 

 
Dia menjelaskan, pemusanahan dilakukan 

dengan membawa pakaian bekas menggunakan 
dua truk ke Perusahaan pengelolaan limbah di 
Semarang. “Pemusnahan dilakukan dengan cara 
yang berbeda dibandingkan kegiatan-kegiatan 

sebelumnya. Ini dikarenakan kalau pakaian 
dimusnahkan sendirian bisa menimbulkan polusi 
sehingga pelaksanaan menggandeng Perusahaan 
pengolahan limbah,” kata Tedy, Selasa siang. 

Menurutnya, pemusnahan terlaksana 
berkat sinergi yang terjalin antara kantor bea cukai 
dengan Ditreskrimsus Polda DIY, Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan DIY. Adapun 
pengungkapan dilakukan pada Juli 2022 lalu. 

Dua truk pakaian bekas ini disita dari salah 
satu gudang milik warga negara Prancis berinsial 
OL. Modus yang dilakukan adalah membeli pakaian 
bekas dari luar negeri untuk dijual di wilayah DIY. 

“Barang-barang ini melanggar Undang-
Undang tentang Kepabean karena merupakan 
barang larangan dan pembatasan di bidang impor 
yang tidak dapat memenuhi dokumen perizinan. 
Jadi memang barang-barang bekas ini tidak boleh 
diperjualbelikan,” katanya. 

Pemusnahan pakaian bekas juga sudah 
sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang 
No.17/2016 tentang Kepabean. Tedy 
menambahkan, penghapusan tidak serta merta bisa 
dilakukan. 

Ia berdalih, pelaksanaan menunggu 
selesainya proses hukum. Selain itu, juga harus 
mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara melalui Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. 

“Barang-barang yang dimusnahkan telah 
ditetapkan menjadi barang dikuasai negara. 
Pemusnahan sebagai upaya agar barang-barang 
tersebut tidak bisa dipergunakan lagi,” katanya. 

Kepala KPKNL Yogyakarta, Tuti 
Kurnianingsih mengatakan, penyitaan dan 
pemusnahan sesuai dengan Peraturan Menteri 
Keuangan No.51/2021. Ia menjelaskan, pakaian 
bekas ini bisa memberikan dampak negatih 
terhadap Kesehatan maupun perekonomian. 

Oleh karena itu, dilakukan pemusnahan 
dengan tata cara yang telah ditentukan. “Sudah ada 
persetujuan untuk pemusnahan dan langkah ini 
sebagai upaya perlindungan serta pembelajaran 
bagi Masyarakat,” katanya 
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Harga Bawang Putih Capai Rp41.660/kg, 
Kemendag: Segera Impor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harga sejumlah komoditas pangan kian 

melonjak di bulan Ramadan tahun ini. Dari panel 
Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 26 Maret 
2024, harga bawang putih bonggol tercatat naik 
sebesar Rp120 menjadi Rp41.660 per kilogram 
(kg). Kenaikan harga tersebut lantas menjadi 
sorotan Kementerian Perdagangan. 

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting Kementerian Perdagangan, 
Bambang Wisnubroto, menyebut bahwa lonjakan 
harga bawang putih harus segera diintervensi 
melalui realisasi impor yang kemudian diguyurkan 
untuk stok ke masyarakat. 

"Intinya kami meminta importir segera 
merealisasikan kuota impornya dan mendorong 
agar distribusi bawang putih impor di pasar di 
lakukan sebelum Hari Raya Idulfitri," kata Bambang 
dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 
Daerah, dikutip Selasa (26/3/2024). 

Bambang menuturkan bahwa dalam 
pertemuannya dengan 43 importir bawang putih 
pada 22 Maret 2024, Kementerian Perdagangan 
secara khusus telah meminta mereka untuk 
mempercepat realisasi impor. Kemudian, pihaknya 
juga menyepakati sebanyak 24.273 ton bawang 
putih impor akan masuk ke Indonesia hingga April 
2024. 

Dalam arahannya kepada para importir, 
Bambang menegaskan untuk segera membanjiri 
bawang putih ke pasaran. Demi menjaga 

kelancaran distribusi, dia juga mewajibkan importir 
untuk melaporkan pendistribusian bawang putih 
hingga di tingkat Distributor 1 (D1) kepada 
Pemerintah. 

Sementara itu, Bambang juga menyebut 
tingginya harga bawang putih di negara asal, yakni 
Cina, juga turut jadi faktor meroketnya harga di 
sini. Di Cina, harga bawang putih saat ini tercatat 
mencapai $1.400-$1.500 per ton. 

Sebagai informasi, dalam pertemuan 
dengan importir, disepakati sebanyak 24.273 ton 
bawang putih impor akan masuk hingga April 2024. 
Sementara itu, realisasi impor saat ini berdasarkan 
persetujuan impor (PI) sudah mencapai 27 persen. 

"Realisasi impor bawang putih sampai saat 
ini 27 persen [dari total persetujuan impor 2024] 
atau 65.888 ton," ucap Bambang. 

Pada kesempatan terpisah, Kepala Bapanas, 
Arief Prasetyo Adi, menuturkan kesiapan dalam 
mengawal ketersediaan pangan dan stabilisasi 
harga selama Ramadan dan menjelang Idulfitri. 
Fokus terhadap ketersediaan pasokan pangan di 
masyarakat dengan harga yang wajar dan seimbang 
di semua lini menjadi pokok utama. 

Hal ini dia paparkan dalam Rapat 
Koordinasi Kesiapan menghadapi Idulfitri 1445 
Hijriah Tahun 2024 yang dihelat Polri di Jakarta, 
Senin (25/3/2024). 

"Kami telah merancang proyeksi neraca 
pangan utamanya untuk periode Januari sampai 
April 2024, secara umum ketersediaan 12 
komoditas pangan strategis kami proyeksikan 
aman dan cukup," kata Arief. 

Pada proyeksi neraca pangan nasional 
Januari hingga April 2024, dari segi ketahanan stok 
lingkup nasional, pasokan komoditas pangan pokok 
dapat dikatakan aman. 

Ketahanan stok diperoleh dari perhitungan 
proyeksi stok nasional di akhir April 2024 dibagi 
dengan estimasi kebutuhan harian secara nasional. 
Dari perhitungan tersebut didapatlah angka berapa 
lama stok pangan bisa memenuhi kebutuhan 
setelah akhir April mendatang. 
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Duh! PPN 12% Dikhawatirkan Bikin RI Kebanjiran 
Barang Impor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institute for Development of Economics and 
Finance (INDEF) khawatir kebijakan pemerintah 
menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 
12% akan menyebabkan RI kebanjiran barang 
impor. Meningkatnya impor terjadi karena 
masyarakat ingin mencari barang yang lebih murah 
dari luar negeri. 

"Dengan adanya perbedaan PPN yang 
terjadi bisa saja berkontribusi pada makin 
tingginya impor dari luar negeri, karena untuk 
mendapatkan harga yang lebih murah," kata 
Peneliti Center of Macroeconomics and Finance 
INDEF, Abdul Manap Pulungan dalam diskusi 
publik mengenai dampak PPN 12%, Rabu 
(20/3/2024). 

Abdul Manap mengatakan kenaikan impor 
bisa terjadi karena PPN 12% yang akan 
diberlakukan di Indonesia relatif lebih tinggi dari 
negara-negara kawasan Asia Tenggara. Dia 
membandingkan Malaysia hanya menerapkan tarif 
PPN sebesar 10%, lalu Singapura hanya 9% dan 
Thailand hanya 7%. 

Manap mengatakan Jepang yang tergolong 
negara maju juga hanya menerapkan PPN sebesar 
10%. Begitupun Korea Selatan hanya 10%. PPN di 
Indonesia hanya setara dengan Filipina yang 
menerapkan tarif 12%. 

Sebelumnya, kepastian mengenai kenaikan 
tarif PPN menjadi 12% pada 2025 dikonfirmasi 
oleh Menteri Koordinator Airlangga Hartarto. 

Penerapan tarif baru ini merupakan pelaksanaan 
dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang 
telah disahkan sejak 2021. 

Undang-Undang itu memerintahkan agar 
tarif PPN dinaikkan menjadi 11% pada April 2022. 
Kenaikan itu kini sudah dilakukan. UU juga 
memerintahkan agar tarif PPN kembali dinaikkan 
menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor 
Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan 
lebih setuju pemerintah menaikkan tarif pajak 
penghasilan badan (PPh Badan), ketimbang tarif 
PPN menjadi 12%. 

"Kenapa enggak PPh Badan saja dinaikkan, 
karena itu kan setelah untung baru dibagi," dalam 
program Profit CNBC Indonesia. 

Sementara itu, untuk PPN ia mengatakan 
semakin dinaikkan malah akan menekan daya beli 
masyarakat di tengah tekanan pendapatannya yang 
terus menerus tergerus inflasi. Pengusaha pun akan 
terimbas karena penjualan produknya akan 
semakin merosot. 

"(PPN) ini jadi beban semua baik produsen 
maupun ke konsumen," ucap Benny. 

"Kalau PPh Badan kan baru dari untung, 
kalau enggak untung enggak dibagi, jadi fair. Kalau 
ini kan enggak, mau untung, mau rugi, baik 
produsen dan konsumen semua ikut memikulnya," 
tegasnya. 
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RI Impor Beras 880.820 Ton di Awal Tahun, Ini 3 
Negara Asalnya! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impor beras Indonesia pada dua bulan 

pertama 2024 naik. Mayoritas berasal dari 
Thailand, Pakistan, hingga Myanmar. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor 
beras pada Januari-Februari 2024 sebesar 880.820 
ton, naik 93% dibanding Januari-Februari 2023 
seberat 456.380 ton. Dari sisi nilai, impor beras itu 
mencapai US$ 564,62 juta, naik sebesar 148,63% 
dibandingkan dengan periode yang sama pada 
tahun lalu. 

"Impor beras sepanjang Januari-Februari 
2024 tercatat sebesar 881.000 ton atau US$ 565 
juta," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar 

Widyasanti saat konferensi pers, Jumat 
(15/3/2024). 

Secara rinci, total impor beras pada Januari 
2024 sebanyak 442.110 ton, dan pada Februari 
2024 sebanyak 438.710 ton. Turun dari realisasi 
Desember 2023 sebanyak 531.810 ton. 

Impor beras pada dua bulan pertama tahun 
ini itu mayoritas berasal dari Thailand dengan porsi 
59,11%, Pakistan 17,82%, dan Myanmar 14,34%. 

"Impor beras ini paling banyak berasal dari 
Thailand, Pakistan, dan Myanmar," tutur Amalia 
yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Ekonomi 
Kementerian PPN/Bappenas. 

 
. 
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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
 NOMOR 3 TAHUN 2024 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 

TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR 
 
Menimbang : 
a. bahwa untuk mendukung implementasi Impor 

Barang tertentu sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 
Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan 
Impor dapat dilaksanakan secara optimal, perlu 
dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang 
Kebijakan dan Pengaturan Impor; 
 

Mengingat : 
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing the World 
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3564); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3612) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4661); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4916);  

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5512) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Tempat Penimbunan Berikat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Tempat Penimbunan Berikat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5768); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah 
Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5175); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6617); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6891); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6641); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi 
Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6652); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6653); 

13. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 
tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
19);  

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perdagangan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 492); 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 
Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan 
Impor (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 981); 

 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI 
PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 
36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN 
PENGATURAN IMPOR 
 

Pasal 1 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang 
Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981) 
diubah sebagai berikut: 
 
1. Di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 3 

disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7a) dan ayat 
(7b), dan di antara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 3 
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) 
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 3 

(1) Terhadap kegiatan Impor atas Barang tertentu, 
Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di 
bidang Impor Barang tertentu dari Menteri 
sebelum Barang masuk ke dalam Daerah 
Pabean 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikecualikan terhadap Impor Barang 
tertentu yang tujuannya diangkut terus atau 
diangkut lanjut sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan di bidang 
kepabeanan yang seluruh barangnya untuk 
tujuan ekspor. 

(3) Penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Menteri. 

(4) Menteri memberikan mandat penerbitan 
Perizinan Berusaha di bidang Impor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada 
Direktur Jenderal. 

(5) Perizinan Berusaha di bidang Impor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 

a. Importir Terdaftar; 
b. Importir Produsen; dan/atau 

c. Persetujuan Impor. 
(6) Perizinan Berusaha di bidang Impor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
merupakan Perizinan Berusaha Untuk 
Menunjang Kegiatan Usaha sektor Perdagangan 
Luar Negeri. 

(7) Perizinan Berusaha di bidang Impor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang 
telah diterbitkan digunakan sebagai: 

a. dokumen pelengkap pabean yang 
pemeriksaannya dilakukan di Kawasan Pabean; 
atau 

b. dokumen persyaratan Impor yang 
pemeriksaannya dilakukan setelah melalui 
Kawasan Pabean (post border).  
(7a) Terhadap Perizinan Berusaha di bidang 
Impor berupa: 

a. Importir Terdaftar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf a; atau 

b. Importir Produsen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat 
dilakukan perubahan. 

(7b) Terhadap Perizinan Berusaha di bidang 
Impor berupa Persetujuan Impor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dilakukan 
perubahan dan/atau perpanjangan. 

(8) Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih 
Perizinan Berusaha di bidang Impor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap 
Barang tertentu.  
(8a) Dalam hal Importir hanya dapat memiliki 1 
(satu) Persetujuan Impor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf c terhadap 
Barang tertentu dan Importir telah memiliki 
perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7b), Importir dapat 
memiliki Persetujuan Impor baru pada periode 
perpanjangan Persetujuan Impor. 

(9) Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa 
Importir Terdaftar dan Importir Produsen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a 
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dan huruf b berlaku untuk lebih dari 1 (satu) 
kali penyampaian Pemberitahuan Pabean 
Impor. 

(10) Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa 
Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) huruf c terhadap Barang tertentu 
berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian 
Pemberitahuan Pabean Impor atau lebih dari 1 
(satu) kali penyampaian Pemberitahuan 
Pabean Impor. 

(11) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Importir Terdaftar dan Importir 
Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (9), 
dan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran I dan 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 
 

2. Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 7 
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) 
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

 
 

Pasal 7 
 

(1) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di 
bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai 
dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas 
nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha 
di bidang Impor secara elektronik melalui 
Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW 
dengan mencantumkan kode quick response 
(QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda 
tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 
(lima) hari kerja terhitung sejak tanggal 
permohonan diterima secara lengkap sesuai 
dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai 
pejabat fungsional yang memiliki hak akses 
untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha 
di bidang Impor 

(2) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di 
bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai 
dengan persyaratan, namun Perizinan Berusaha 
di bidang Impor belum diterbitkan dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di 
bidang Impor secara elektronik dan otomatis 
melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke 
SINSW. 

(3) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di 
bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan 
persyaratan, dilakukan penolakan secara 
elektronik melalui SINSW paling lama 5 (lima) 
hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan 
diterima oleh anggota tim sebagai pejabat 
fungsional yang memiliki hak akses untuk 
memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di 
bidang Impor.  

(4) Perizinan Berusaha di bidang Impor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) berupa Importir Terdaftar atau Importir 
Produsen memuat elemen data dan/atau 
keterangan paling sedikit mengenai:  
a. nomor Importir Terdaftar atau Importir 

Produsen dan tanggal terbit; 
b. NIB dan identitas Importir; dan 

c. masa berlaku.  
(5) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf c terdiri dari:  
a. tanggal awal dan tanggal akhir Importir 

Terdaftar atau Importir Produsen; atau 

b. tanggal awal dan keterangan berlaku 
selama perusahaan yang bersangkutan 
menjalankan kegiatan usaha di bidang 
Impor. 

(6) Perizinan Berusaha di bidang Impor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) berupa Persetujuan Impor memuat elemen 
data dan/atau keterangan mengenai: 
a. untuk semua Barang Impor selain minuman 

beralkohol, paling sedikit mengenai: 
1. nomor Persetujuan Impor dan tanggal 

terbit; 
2. NIB dan identitas Importir; 
3. pos tarif/harmonized system; 
4. nomor seri Barang; 
5. jenis/uraian Barang; 
6. jumlah Barang dan satuan Barang; 
7. negara asal; 
8. pelabuhan tujuan; dan 

9. masa berlaku berupa tanggal awal dan 
tanggal akhir, dan 

 

b. untuk Barang Impor berupa minuman 
beralkohol kena pajak (duty paid) dan 
minuman beralkohol tidak kena pajak (duty 
not paid), paling sedikit mengenai: 
1. nomor Persetujuan Impor dan tanggal 

terbit; 
2. NIB dan identitas Importir; 
3. pos tarif/harmonized system; 
4. nomor seri Barang; 
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5. jumlah Barang dan satuan Barang setiap 
golongan; 

6.  negara asal; dan 

7. masa berlaku berupa tanggal awal dan 
tanggal akhir. 

 

(7) Selain elemen data dan/atau keterangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, 
terhadap pengeluaran Barang dari KPBPB ke 
tempat lain dalam Daerah Pabean pada 
Persetujuan Impor harus mencantumkan 
pelabuhan muat di KPBPB. 

(8) Elemen data dan/atau keterangan berupa 
pelabuhan tujuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) huruf a angka 8 dikecualikan terhadap 
pengeluaran Barang dari KPBPB, KEK, atau TPB 
ke tempat lain dalam Daerah Pabean. 

(9) dentitas Importir sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b, serta ayat (6) huruf a angka 2 
dan huruf b angka 2 memuat elemen data 
dan/atau keterangan mengenai: 
a. nama perusahaan; dan 

b. alamat perusahaan. 
(10) Masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang 

Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 
 

3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat 
(5) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
 

Pasal 11 
(1) Terhadap elemen data dan/atau keterangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) 
dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, antara 
dokumen Importir Terdaftar atau Importir 
Produsen dan dokumen: 
a. pemberitahuan Impor Barang; 
b. pemberitahuan pabean untuk pemasukan 

Barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB; 
atau 

c. pemberitahuan pabean untuk pengeluaran 
Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam 
Daerah Pabean, paling sedikit mengenai 
nomor dan tanggal terbit Importir Terdaftar 
atau Importir Produsen.  

(2) Terhadap elemen data dan/atau keterangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) 
dan ayat (6a) dilakukan penelitian sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, antara dokumen Persetujuan Impor 
dan dokumen pemberitahuan Impor Barang 
paling sedikit mengenai: 
a. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir 

Persetujuan Impor;  
b. pos tarif/harmonized system; 
c. jumlah Barang dan satuan Barang; 
d. pelabuhan tujuan; dan 

e.  pelabuhan muat di luar negeri untuk Impor 
Barang modal dalam keadaan tidak baru 
(BMTB), bahan perusak lapisan ozon (BPO), 
dan hidrofluorokarbon (HFC). 

(3) Terhadap pemasukan Barang dari luar Daerah 
Pabean ke KPBPB dan pengeluaran Barang dari 
KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, 
penelitian atas elemen data dan/atau 
keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 ayat (6), ayat (6a), dan ayat (7) dilakukan: 
a. antara dokumen Persetujuan Impor dan 

dokumen pemberitahuan pabean untuk 
pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean 
ke KPBPB, paling sedikit mengenai: 
1. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir 

Persetujuan Impor; 
2. pos tarif/harmonized system; 
3. jumlah Barang dan satuan Barang; 
4. pelabuhan tujuan; dan 

5. pelabuhan muat di luar negeri untuk 
Impor Barang modal dalam keadaan 
tidak baru (BMTB), bahan perusak 
lapisan ozon (BPO), dan 
hidrofluorokarbon (HFC), dalam hal 
dokumen Persetujuan Impor 
diwajibkan pada saat pemasukan ke 
KPBPB dari luar Daerah Pabean; atau 

b. antara dokumen Persetujuan Impor dan 
dokumen pemberitahuan pabean 
pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat 
lain dalam Daerah Pabean, paling sedikit 
mengenai: 
1. nomor, tanggal terbit, dan tanggal akhir 

Persetujuan Impor; 
2. pos tarif/harmonized system; 
3. jumlah Barang dan satuan Barang; dan 

4. pelabuhan muat di KPBPB. 
 
 

Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
10 Maret 2024. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
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penempatannya dalam Berita Negara Repubhk 
Indonesia.  
 
Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Maret 2024 

  
 
 
 
 

 

KEGIATAN BPD GINSI JATENG PERIODE 

Maret 2024 

1. DUKUNGAN DAN KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEPABEANAN DAN CUKAI 

Rabu, 6 Maret 2024 BPD GINSI Jawa Tengah 

menghadiri acara yang diadakan oleh Bea Cukai 

Tanjung Emas dalam rangka memberikan Piagam 

Penghargaan terkait “Dukungan dan Kerjasama 

dalam Pelaksanaan Tugas dan Kepabeanan dan 

Cukai.  

 

 

 

 

 

2. FORUM PERANGKAT DAERAH SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DALAM RENCANA KERJA 2025 

Kamis, 21 Maret 2024 Disperindag Jawa Tengah 

mengadakan Forum Perangkat Daerah mengenai 

Sektor Industri dan Perdagangan dalam Rencana 

Kerja 2025. 

 

 

3. BUKA BERSAMA PENGURUS BPD GINSI JAWA TENGAH 

Buka bersama Pengurus BPD GINSI Jawa Tengah 

dilaksanakan pada hari Jumat, 22 Februari 2024 di 

Kaycoff Café. Dalam acara Bukber kali ini 

bersilahturahmi antar pengurus dan membahas 

mengenai rencana kerja GINSI Jateng ke depan. 

 


